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BUPATI GORONTALO UTARA

)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan telah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota dan
pelaksanaan pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf &
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintari
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999); ‘



4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomo
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 129, Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia 3987);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomot
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahu"'l 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind(;nesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

11.Undang-Undang Nomor 15 'Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2004 Ndmor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeiai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentanyg perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 4844);



13.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439),

14.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4687);

15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049); :

16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesi‘a Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuatan Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3746);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupat2n/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4347);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar
sendiri olenh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan
atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Be:
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menetapkan :

DAN
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKA.{:

PERATURAN DAERAR KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan jperangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badah'yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
l_mtuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya ur,tuk kemakmuran rakyat.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lqmbaga, dan bentuk usaha tetap.

. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah

dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10.Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besarnya nilai/harga

objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

L1.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP

adalah besarnya nilai yang merupakan batas tertinggi nilai / harga Objek Pajak yang tidak
dikenakan pajak.

.2.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang

* diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual-beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang

- sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP penggafriti

3.Béa Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah

dan bangunan. '



14.Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
. mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau
~ badan.
'15.Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan
dan bangunan. |
16.0bjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak ata.
tanah dan/atau bangunan. |
17.Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
18.Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak atau ret(ibusi kepada wajib pajak ¢au wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya. |
20.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
“diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling iafna 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
(dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
-terutang. .
‘21:Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Iamanya:‘l (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak Sama dengan tzhun kalender.

22.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan perpajakan daerah.

23.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang

oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengarn
ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.

24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah

~ surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

. kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

2‘64_5urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

keputusan yang menentukan jumiah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredi‘t pajak.



27.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
. melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

28.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

* kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajakl Daérah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

29.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongani atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib pajak.

30.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib ﬁajak.

31.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang di lakukan secara teratur untulk
‘mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
-yang ditutup dengan menyusun laporan keuanan berupa neraca, dan laporan laba rugi
‘untuk periode tahun pajak tertentu.

32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obja'ktif‘dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. :

33.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu
membuat terang tindak pidana dibidang pFrpajakan daerah serta menemukan
tersangkanya.

BAB I1
NAMA OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

béngan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan. |



Pasal 3 ‘
|

(li' Obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas

"~ ~ Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolenan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sabagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi : |

a.

Pemindahan hak karena :

1) Jual beli ;

2) Tukar menukar ;

3) hibah;

4) hibah wasiat ;

5) waris ; ‘

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya ;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ;

8) penunjukan pembeli dalam lelang ;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha ;

11) peleburan usaha ;

12) pemekaran usaha ;

13) hadiah.

Pemberian hak baru karena :

1) kelanjutan pelepasan hak ; atau

2) di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

(4)

a.

hak milik ;

b. hak guna usaha ;

¢. hak guna bangunan ;
d.
e
E

hak pakai ;

. hak milik atas satuan rumah susun ; dan

hak pengelolaan.

Dikecualikan dari obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
obyek pajak yang diperoleh : i

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintalhan dan / atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum ;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut ;



* d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lair
3 dengan tidak adanya perubahan nama ; |

_ €. orang pribadi atau badan karena wakaf ; dan
' f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 4
Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh hak atas tanah dan / atau bangunan.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK, T@RIF PAJAK DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

(1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.
"(2) NPOP dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
- a. jual beli adalah harga transaksi ;

=

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar ;

hibah wasiat adalah nilai pasar ;

waris adalah nilai pasar ;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar ;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar ;

@ ™ e a oo

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap adalah nilai pasar ;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai
pasar ;

j- pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar ;

4

penggabungan usaha adalah nilai pasar ;

g b g

peleburan usaha adalah nilai pasar ;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar ;
hadiah adalah nilai pasar, dan / atau ;
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam

risalah lelang.



(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf tidak

* diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam Pajak Bumi dan

* - Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOF
Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 7

(1) Besamya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk
setiap wajib pajak.

(2) Dalam hak perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi
yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / isteri,
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)
i

BAB IV
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

(1) Besaran Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai
Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebaga’mana dimaksud dalam pasal 7

(2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak diketahui atau
lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang
dihitung dengan cara mengalikana tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan
NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB YV
WILAYAH PEMUNGUTAN
: Pasal 10
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah
Kabupaten Gorontalo Utara.
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3)

4)

(5)

(6)

(1)
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BAB VI
PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Setiap wajib pajak mengisi SSPD.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD yang digunakan
oleh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang
terutang.

SSPD sebagimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dar
lengkapnya serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan
kepada kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :

a. bukti NPOP ;

b. SPPT PBB tahun berjalan.

Bentuk, isi, cara pengisian dan cara penyampaian SSPD diatur dengan Peraturan Kepal:
Daerah.

Pasal 12

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepal:
Daerah.
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara
penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, dan pendaftaran akta dan
pengurusan akta pemindahan hak.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah
dapat menerbitkan :
a) SKPDKB dalam hal :

1)  jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang bayar ;

2)  jika SSPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu (30)
hari dan setelah ditequr secara tertvlis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ;

3) jika kewajiban mengisi SSPD tidak terpenuhi,pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.



b) SKPDKBT jika ditentukan data baru dan/atau data yang semula terungkap yang
- menyebabkan penambahan jumlah pajak yang tr‘\rutang.

* - ¢) SKPDN jika jumiah pajak yang terutang sama besamya dengan jumiah kredit pajak

atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.

'(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak. ‘

(3) Jumlan kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (serarus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pasa ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumrah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf
angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua

" pesen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
. waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis dan/atau salah hitung ;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sank§i administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persan) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya
pajak.

Pasal 15

(1) Tata cara penerbitan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, don‘STPD sebagaimana dimaksud dalam

_ .Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SSPD, SKPDKB,
'SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.



BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila pembayaran pajak di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Kepala Daerah.

Pasal 17 J

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

(2) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

- ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau
_ menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen).
.(3)' Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
: pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusar
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Futusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak.
(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangan|
. .nsalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Banguncn setelah Wajib Pajak
- . menyerahkan bukti pembayaran pajak.



(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran peralihan Hak
* atas Tanah sctelah Waijib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 20

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanar
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus rupiah) untuk setiap pelanggaran.

.(2)- Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan

' . lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagair‘nana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

. (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undanagr.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditujuka atas suatu :

SPPT ;

SKPD ;

SKPDKB ;

SKPDKBT ;

SKPDLB ;

SKPDN ; dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

'™ o an o



(i) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
* yang jelas. ﬂ
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
- surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak. ' '
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yan¢
ditujuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda
bukli penerimaan surat keberatan.

Pasal 23

: (1), Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Sural
- keberatan diterima,harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
'(2)_ Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagaiar
menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pa&a ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan, yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 24 i
i

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenal keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai

' :dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.



Pasal 25
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan panding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(z) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. v

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
jumiah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa
denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan
sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak

" berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
. Sebelum mengajukan kebeiatan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapa!
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yar
calam penerbitannya terdapat kesalahan tulisan dan/atau kesalahan hitung dan/atai.
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangar
perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dar
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

_ karena kesalahannya ;

- _b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKJ'D, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
" SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar ; )
C. mengurangkan atau membatalkan STPD ;



d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
: diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan ; dan
" e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuar
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
L (3)letentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administrative dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaiman:
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 27

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pa, & dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak ditenmanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala

. Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
" pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
. lama 1 (satu) bulan. '

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28

(1)’ Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu *
".(ima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.



(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
*  a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hiruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagiharn
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. '
.(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwars:
: . Ssebagaimana dimaksud pada ayat (1).
. (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan
' _ Kepala Daerah. iy
BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 30
(1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31
€1)Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui
‘ " ,atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjannya
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
* ditujuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

_ - perundang-undangan perpajakan daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

d.

b.

(4)

(3)

-(6)

(1)

(2)

3)

pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam siding
pengadilan; !

pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan
keterangan Kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan daeiah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentany
Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata,Kepala Daerah
dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Waijib Pajak yang ada padanya.
Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
Tersangka atau nama tergugat keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
Pidana atau perdata yang bersangkutan dengan'keterangan yangdiminta.

BAB X1V
PENYIDIKAN

Pasal 32
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diber
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Hukum
Acara Pidana. A
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;



(4)

(1)

. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah ; |

|

i )
. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungalia

dengan tindak pidana dibidang perpajakan daierah 2

. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah ;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut ; 4

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana dibidang perpajakan daerat: ;

. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda,dan/atau dokumen yang dibawah ;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak perpajckan daerah ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanjaran penyidikan tidak pidana

dibidang perpajakan Dearah sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-
undangan ;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dala&a
Undang — Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tindak menyampaikan SSPD atau mengis
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1

(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang bayar.



2)

(1)

(2)

)

(4)

Waijib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 34

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau
berakhimya bagian tahun pajak atau berakhimya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 35
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahur
dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang ya..§ menyebabkan tidak terpenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepetingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib
Pajak, karena itu diajukan tindak pidana pengaduan.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.



Ditetapkan dij Kwandang
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
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ISMAIL PATAMAN]

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO y,8 ARA ,TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI B



IL.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUM 92011
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah — daerah provinsi dan daerah — daerah provinsi terdiri atas
daerah — daerah kabupaten dan kota. Tiap — tiap daerah tersebut mempunyai hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat.

- Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengeluarkan
pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang — Undang Dasar Tahun 1945 yang
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan
bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa diatur dengan Undang - Undang. Dengan demikian pemungutan Pajak
Daerah harus didasarkan pada Undang - Undang.

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan
Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai
Undang - Undang tersebut, daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk
memungut 7 (tujuh) jenis pajak.

Dengan berlakunya Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis pajak untuk kabupaten/kota menjadi 11
(sebelas) jenis, antara lain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalan
pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, oleh sebab itu perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Bea Perolehan Hal
Atas Tanah dan Bangunan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas 5

. Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a.
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Cukup jelas
Angka 4)
Hibah Wasiat adalah Suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian

hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum
tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Angka 5) '

Cukup jelas
Angka 6
Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bagunan dari orang pribadi atau badan
kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal
pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7)
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagai hak
bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada
sesama pemegang hak bersama.

Angka 8)
Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat

Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9)
Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai

salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10)
Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan
melikuidasi usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11)
Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan

cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan — badan usaha yang
tergabung tersebut.



Angka 12)
Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha

atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan seoagian
aktiva dan pasiva kepada badan usaha yang lama.

Angka 13)
Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan

atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum penerima
hadiah.

Huruf b
Angka 1).
Yang dimaksud dengan pemberi hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah

pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas
tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah

pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari
Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

Ayat 3)
Huruf a
Hak milik adalah hak turun —temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang pribadi atau badan — badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh
Pemerintah. ’

Huruf b
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung

oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang -
undangan yang berlaku.

Huruf ¢
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan -

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok — pokok Agraria.

Huruf d
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah

yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik crang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukar perjanjian sewa — menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan
perundang — undangan yang berlaku.



Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat
perseroan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas
bagian bersama, benda sama, dan tanah bersam yang semuanya merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolan adalah hak menguasai dari Negara yang berwewenang
pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegang haknya,antara lain, berupa
perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah,penggunaan tanah untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian — bagian dari tanah tersebut
kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Badan atau perwakilan organisasi intemasional yang dimaksud dalam pasal ini
adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun

non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi
hak baru menurut Undang — Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak olel
Pemerintah.

Contoh :

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;

2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girih atau sejenisnya) menjacli
hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misaliya memperpanjang hak atas

tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum

maupun setelah berakhimya HGB.

Huruf e y

Cukup jelas

Huiuf f

Pasal 4
Pasal 5
| P.asal 6
Pas%l |

Pasal 8

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas



Pasal 9

Contoh :

Wajib pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai Perolehan Obyek pajak (NPOP) = Rp. 65.000.000,-
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) = Rp. 60.000.000,-
Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = RP. 5.000.000,-
Pajak Yang terutang = 5 % x Rp.5.000.000,- = Rp. 250.000,-

‘Pasal 10 p
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a.
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Yang dimaksud dengan penetapan secara jabatan adalah penetapan besarnya
pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c.
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang
Negara.
Ayat (3) .



* Pasal 20
Ayat (1)
Contoh :
Semua peralihan hak pada bulan Januari 2011 oleh pejabat yang
bersangkutan harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
Februari 2011 kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas
Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan diluar kekuasannya“adalah suatu keadaan
yang terjadi diluar kehendak / kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib
Pajak sakit atau terkena Musibah bencana alam.
Ayat (4) 4
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Kemampuan Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Waijib Pajak
adalah Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak
baru melalui program Pemerintahan dibidang pertanahan dan atau Wajib
pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai
hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat
keatas atau satu derajat kebawah namun Wajib Pajak tidak mampu secara
! ekonomis untuk membayar pajak dimaksud.
" Pasal 27
S Cukup Jelas



Pasal 28
Ayat (1) '
Saat kadaluarsa penagihan pajak, ditetapkan untuk memberikan kepastian
hukum,kapan hutang pajak tersebut tidak capat ditagih lagi.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan kesadaran Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38 i
Cukup jelas
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